SKIIPS)
Mo, Heg : 2118/ PR YVIVOS/0G6

PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
{Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang)

Iigfeckern rene Memennhii Sehagion Persyaratin
Utk Memprerolel Gelar Surfane Hukum

el :

LUSI OKTARIA
02140052

Program Keldhpsusan @ Hulium Administrasi Negara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006



PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(Studi pada Pengadilan Tata Usaha MNegara Padang)

{Ofch = Lusi Oktaria, Bp. 02140052, Falkuitas Hukum Universitas Andals
Padang, 62 Hal, 2006)

ABSTRAK

Mepara Indomesia sebagm negara hukom yang berdasarkan Pancusila dan
LUindang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Dertwoan mewuad kan
tata kehidoupan negara dan bangsa yvang sefahtera, aman, fenmram serta tertih
Peranan pemerinlah secara akof dalam kehidupen masvarskat menyebubkan
tegadinya hoiamgan antara pemeriniah - dengan masyvamakar vang  Kadane
menimbulkan persengketaan-persengketaan. Maka dibentuklah badan Peradilun
Tata Uisaha MNepara vang mMEeEMpUnvEl Wowenang memenksa, momuies, dan
memvelesaikan Sengketa di idang TUN, Namun dalam kenvataannva putusan
vang dihasilkan aleh badan peradilan TUN banyak vang udak dipatuhi aleh
perabat TUN { Tergugat) karena lemahnya sistem atag cara pelpksanaan putusan di
Peradifan Tata Usaha Negara: Melihar hanvak permasalahan vang rembol dalam
pelaksanaan putusan, pennlis merasa terank dan menuzngkannya dalem karva
ilmiah  dengan judul. PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA
LISAHA NEGARA {5mdi pada Penpadilan Tata Usaha Negara Padang ).

Permasalahan vang penulis angkat adalah bagaimana pelaksanaan putusan
di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, sejauh mang Kepatuhan Pejabat Tata
Lisafy Megara terhadap petusan Peradilan Tara Usaha MNepara vang 1elah
berkekuatan hukum fetap. dan bagaimana upava pengadilan  menghadapi
permasalahan dalam pelaksanaan potusen

Pendekatan masalah vang penulis punaken adelah secara vendis cmpins
{yuridis sosiologis) yaiu dalam ani penelitian dengan melihat dan menzkaj
bapaimana suatu peraturan  perundang-undangan vang berlaku dan apakah
pelaksanaannya sesuai denpgan prakieknva dalam masvamkat,

Hasil penelittan  diperoleh  kesimpulan  wvailn  mengenai  prosedur
pelaksanaan putusan di FTUN Padang masih menurut pasal [ 16 Undang-undang
Momor § tahun 1986, karena belum adanva petunjuk pelaksangan dan petunjuk
teklinis dari pasal 116 Undang-undang Nomor 9 tabue 2004, Kepatubian Pejabar
Tata Usaha Megara terhadap putusan Peradilan Tata Usaha MNepara yang telah
memmpunyal kekoatan hukoum tetap di PTUN Padang masih rendah, hal i dapar
dilihat dan banvak permohonan dan Penppupat kepada kKetua Penpadilan Tata
Usaha Megara Padang agar putusan terhadap perkaranya dilaksanakan ofeh
Terpupat, namun setelah melewati upaya terakhirpun vait melaloi Presiden relap
tidak dilaksanakan oleh Tergupat. Upaya pengadilan dapat dilakekan setelzh
adanva laporan dan Penggupat kepada Pengadilan bahwa s tergugat tidak
melabsanakan keputusan peradifan TUMN, dalam Undang-undang Nomaor § Tahon
| 986 dengan penepuran secam berenjang menumt jenjang jabatannya, sedangkan
dalam Undang-undang Nomor & Tafium 2004 adanva upava paksa.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha mencapai tata keldupan yvang adil dan makmur sebagaimana yang
dicita-citakan datam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun
1945, membuat pemerintaly berperan akof dalam aspek kehidupan masyarabkiar
Dalam tata kehidupan o dgamin pessamaoan kedwdukan warpa masvarakat datam
hukum. Akan tetapi dalam pelaksanasn berbagai fungsi hak perseomngan dafam
masvarakat hans disesuaikan dengan pandangan hidup serta kepribadian bangsa
berdasarkan  Pancasila, sehingga  tercapal  kesenmbangan,  keserasian  dan
keselarasan.

Dengan adanmva  peranan pemennish  sccam akof dalam  kehdupan
masvarakar, maka terjadilah hubungzan antara pemenntah dengan masvarakat,
Mepgan kendaan demikian tidak dapat dipungkin tegjadiova benturan-hentucan
dan  persengketaan-persengketaan dalam admimstast negare vang dapat
menimbulkan ketidakseimbangan dalam kelidupan bemegara. Oleh karena itu
diadakaniah suntm badan pengadilan yvang dianer dalam pasal 10 avar (1) dan (2)

Lreclamgr-umed snee MNomar 4 tahen 2004 disebutian

Mariman Prodiohinsdiops, 1993, Fekoam deeea Peradilan Tote Dala Negora, Ghalin
Indonesia | Jakarn, hat 11



I} Eekuasaan Kchakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan vang berada dibawahnya, dan ofch schuah Mahkamb
Eenstitiess

24 Badan peradilan vang berada i bawah Mabkamah Agong melpetn biadan
peradiian dalam lingkungan

i Peradedan Tieeam
b, Permulidan Militer
¢. Peradilan Agama
d. Peradifan Tata Usaha Newara
Peradilan Tata Usaba Negara menipakan suam lembagza peradilan vang
mempunval  tuges dan wewenane memeniksa, memutus dan menvelesaikan
sengheta dibidang Tata Usaha MNepwra anars omang atau badan bukom perdata
dengan Badan atan Pejabal Tata Usaha Negara scbapm akibat dikeluarkannya
sumfy keputusan Tats [fsaha Negara yang digngoap melangear hak orang atai
hadan hukum perdata
Peradilan ‘l'ata Usaha WNeparn dibentuk dalam mngka memberkan
perlindungan kepada rakyat pencari keadilan vang merasa dininya dirugikan akibat
dikeluarkannya keputnsas Tala Usaha Negarz Perlu disadar: babwa disamping
hak-hak perseorangan ferdapar pula hak-hak dan masyarakat vang didasarkan
kepada kepentingan bersama dar orang vang hidup dalam masyarakar rersebur
Kepenmtingan ita odak selalu sepalan bahkan  kadang-kadang  menmbuikan

Brersaran-benturan.



Dalam pasal 115 Undang-undang Nomor § Tahun 1986 dinvatkan,
putusan Peradilan Tata Usaha Nepgara vang dapat difaksanakan adalah yang telah
mempunyal kekuatan hekum tetap, yaitu suate potosas vang idak dapat dicbsh
i melaln soatn gpava hokome Tidak  semma potusan peradilan dapat
dilaksinakan dengan sukorels kadang-kadang diperiukan upave paksa, Dalam
pelaksanaan purusan pengadilan ini dimungkinkan adanya campurtanzan Presiden
sebapal Kepala Pemerintahan, kareng vang menjadi terengat dalam sengkem Tata
[saha Negara selalo badan man pegabal Taln Usaha MNegars :

Pelaksomaan putusan Tots Usahs Negars dilskuksn dengan penceuran
berjenjang secara hirarkr (foatimg parm) schbagaimana diatur dalam pasal 116
Undanpg-undang Nomor 5 tahun 1986 dalam kenvataannya tidak cukup efeknt
dalam memaksa Pejabal  Tata Usaha Negama melaksanakan putusan hakim
Perndifan Tata Usaha Megura !

Untuk mevakinkan masvarakat terhadap eksistensi Peradilan Tata [Usaha
Meparn sebagai tempat untuk mencan keadilan sarta sebagai pelindung hukum
bagn masyarakat. maka dilakokanlah perubahan erbadap Undang-undang Nomor
5 tahun 1986 dengan Lindang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata
Usaha Megara. Salah sam perubahan yang dilakukan vaime dalasy pasal 116
depgan adanya pemberlakuan lembaga paksa berupa pembebanan uang paksa
{chwangsem ) dan sanksi adminisimatif serta publikasi potusan hakon, Lembagza

paksa diciptakan wntuk melakokan suate tndaken terhadap Pojabar Tata Usaha

Sl Ahdullad, SH, Hedum Acoara Peraditoet T Uiaha Mepara, 70 Tega Gealfosto
Parafo. Fakirta, 2002, Bl #1

Zupadi. Maknioh, 2004, Fromiomanta Peacropen Ebeivsr Peneon Permivian T
finde Mestarg Teefunafay Pesabar Tara Saha NMegora (aerah, lakama hal |



MNegara yang fidak mau melaksanakan putusan Peradilan Tala Usaba Nesgoa,
Tindakan tersehat herupa pembebanan vang paksa kepada Pejabat Tata Usaha
Megara afau dibebankan kepada kas negam untok mengeantt kerumaen, st
sanksi adminisiratif dengan menumunkan pangkat ataw jabatan seseorang serma
mempublikasikan putusan hakim melalu media massa,

Banvaknva permaselahan vang eqade dalam pelak<anaan purasan Tata
Usaha Megara temstama menyanghut kepatuhan pejabat Tata Usaba Nepam
sehbagal pihak vang kalah untuk mematuhi putusan tersebur karema kurang
tegasnya pengatiran fentang sanksi jika potusan tidak dilaksanakan, Hal mileh
wving menvehabkan penulis tertarik mengadakan penelition dan menuanghkan
dalam bentuk tulisan ilmish dengan judul -

PELAKSANAAN  PUTUSAN  PERADILAN TATA USAHA

NEGARA (Studi Pada Peneadilan Tata Usaha Megara Padang)

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Tara Usaha Negara Padang vang
herkaitan dengan permasalahan vang diangkat memjadi karva ilnuah, vang dapat
memberikan informasi bagl masvarakat mengendi masalah ini vang sampai saat

sekarang formasinyi masih kurang,

H. Perumusan Masalah,
Dari paparan diatas penubis dapat meromuskan beberapa permasalabhan
sehagal berikut ©
| Bagaimane pelaksamaan putesan i Pengaditan Tate Usaha Negara

Padeng?



BABIV

PENUTLIFP

Rerdasarkan uraian dan kajian tentang pelaksanaan putusan Peradilan Tata

Usaha Megara di Pengadilan Tara Usaha Nepara Padang, maka depat dizmbil

kesimpulan dan saran-saran sebegai berikut :

A, KESIMPLULAN

[

Pelaksanaan pulusan di Pengadilan Tata Usaha Negara baik dafam
Undang-undang Nomor 5 ahun (986 manpun dalam Lindang-undang
Namer @ tahun 2004, pada dasarmva tetap menyandarkan pada kesadaran
dird §sedf respect] dan kesadaran hukum dan pejabar TUN (rergugat) untuk
melaksanakan putusan  Penpadilan Tata  Usaha  Negas. Mengenm
pelaksanaan puiusan di PTUN Padang masibh memakar Undang-undang
Somoer § fahun 1986 karena belum adanyva petunjuk pelaksanaan das
petunjuk tekhnis dan undang-undang Nomor 9 gahum 2004,

Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan Peradilan Tata
Usaha Megara vang telah mempunvai kekuatan hukum tetap g PTUN
Padang masih tendah. Hal ini dapar dilthat dari barvak permohoenan das
Pengeugat kepada Ketwa Pengadilan Tata Usaba Negara Padung agar
pitisan terhadap perkaranya dilaksanakan ofeh Tergugar, namun setelah
melewati  upaya  terakhirpun  vaitu  melabu Presiden  tetap  udak
diltaksanakae olch Terpugat, Keadaan mi menyebabkan masyarakar masih

pesimis techadap keberadaan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara,

G
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